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ABSTRAK 
Dual diagnosis merupakan kondisi individu dengan riwayat penyalahgunaan NAPZA dan gangguan 
kejiwaan yang terjadi bersamaan. Prevalensi dual diagnosis dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan yang cukup bermakna serta berdampak secara fisik, psikologis dan sosial sehingga perlu 
ditangani. Tujuan penulisan artikel ini memaparkan gambaran model perawatan pada pelayanan kesehatan 
individu dengan dual diagnosis selama ini di Indonesia dan sebagai salah satu tambahan literatur 
tentang dual diagnosis  Artikel ini merupakan salah satu hasil analisis dalam penelitian yang 
dilakukan pada bulan April-Juli 2020, menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan teknik 
wawancara in-depth interview via online pada 8 partisipan. Analisa data dengan menggunakan analisis 
tematik. Model perawatan terdiri; 1)model perawatan terintegrasi untuk individu dual diagnosis di 
ranah rawat inap. 2)model perawatan bertahap untuk individu dual diagnosis di ranah rawat jalan 
“Primary Health Care”. Pelayanan kesehatan untuk individu dual diagnosis di Indonesia tersedia dari 
ranah pelayanan primer sampai tersier dengan model perawatan terpadu atau integreted treatment 
pada rawat inap dan model perawatan bertahap atau stepped care untuk individu dual diagnosis di 
ranah rawat jalan “Primary Health Care” Pelayanan kesehatan untuk dual diagnosis terdapat pada 
fasilitas pelayanan primer di masyarakat sampai tersier seperti institusi rehabilitasi mau pun rumah 
sakit jiwa berdasarkan level kuadran perawatan dengan kriteria dinilai berdasarkan tingkat keparahan, 
presentasi gejala, dan penetapan diagnosis.  
 
Kata kunci : dual diagnosis; model perawatan; pelayanan kesehatan 
 
CARE MODEL IN HEALTH SERVICES WITH INDIVIDUAL DUAL DIAGNOSIS: 
 MISUSE OF DRUGS AND MENTAL DISORDERS IN INDONESIA 
 
ABSTRACT 
Dual diagnosis is a condition of individuals with a history of drug abuse and psychiatric disorders 
that occur together. The prevalence of dual diagnosis from year to year has increased significantly 
and has physical, psychological and social impacts that need to be addressed. The purpose of writing 
this article is to describe the model of care in individual health services with dual diagnosis so far in 
Indonesia and as an additional literature on dual diagnosis. This article is one of the results of an 
analysis in a study conducted in April-July 2020, using a qualitative descriptive method with in-depth 
interviews via online interviews conducted on 8 participants. Data analysis using thematic analysis. 
The treatment model consists of; 1)integrated care model for dual diagnosis individuals in the realm 
of hospitalization. 2)phased care model for dual diagnosis individuals in the "Primary Health Care" 
outpatient realm. Health services for dual diagnosis individuals in Indonesia are available from the 
primary to tertiary care realm with an integrated care model or integrated treatment in 
hospitalization and a stepped care model for dual diagnosis individuals in the outpatient realm 
"Primary Health Care" Health services for dual diagnosis exists in primary care facilities in the 
community up to tertiary institutions such as rehabilitation and psychiatric hospitals based on 
quadrant level of care with criteria assessed based on severity, presentation of symptoms, and 
diagnosis. 
 
Keywords: dual diagnosis; care model; health services 
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PENDAHULUAN 
Dual diagnosis menurut  Pedoman 
Penggolongan dan Diagnosis Gangguan 
Jiwa (PPDGJ III) dan Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5) merupakan suatu kondisi adanya 
sindrom klinis gangguan jiwa yang 
memiliki gangguan lain, termasuk 
gangguan yang berhubungan dengan obat 
dan narkotika, psikotropika serta zat 
adiktif lainnya (NAPZA) seperti gangguan 
penyalahgunaan alkohol, gangguan 
penyalahgunaan amphetamin, gangguan 
yang dipicu oleh penyalahgunaan ganja 
(cannabis), gangguan yang dipicu oleh 
anxiolitic, hipnotik, dan sedatif (obat 
penenang) (Maslim, 2013). 
 
Sementara menurut National Alliance on 
Mental Illness atau NAMI tahun 2017, 
dual diagnosis adalah suatu kondisi ketika 
individu mengalami gangguan jiwa dan 
gangguan penyalahgunaan NAPZA secara 
bersamaan, memungkinkan individu 
dengan riwayat penyalahgunaan NAPZA 
terlebih dahulu ataupun sebaliknya 
gangguan jiwa yang berkembang lebih 
dulu. Dari pengertian diatas dapat 
disimpulkan dual diagnosis adalah suatu 
kondisi individu yang mengalami masalah 
penyakit utama dengan penyertanya, baik 
masalah dari penyalahgunaan NAPZA 
maupun gangguan jiwa dan 
memungkinkan kondisi riwayat 
penyalahgunaan NAPZA  terlebih dahulu 
kemudian gangguan jiwa, maupun 
sebaliknya. 
 
Dual diagnosis ini juga memiliki istilah 
lain, gangguan ganda (dual disorders), 
gangguan komorbiditas (comorbid 
disorder), dan gangguan yang terjadi 
bersamaan (co- occuring disorder). 
Prevalensi dual diagnosis dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan yang cukup 
bermakna dan penanganan perawatan 
individu ini memerlukan perhatian khusus 
dan serius. Menurut National Survey of 
Drug Use and Health (NSDUH) di Amerika 
sekitar menyebutkan pada tahun 2017 
sekitar 8,5 juta orang dewasa (3,4% dari 
orang dewasa Amerika) terindikasi dual 
diagnosis (Bose et al., 2018) dan 
meningkat di tahun 2018 sekitar 9,2 juta 
orang (NAMI, 2018). Pada ranah  fasilitas 
pelayanan kesehatan Jerman pada rawat 
jalan, prevalensi diagnosis komorbiditas 
jauh lebih rendah (4,6%) dibandingkan 
dalam pengaturan rawat inap yaitu (50,7%) 
(Dauber et al., 2018). Prevalensi dual 
diagnosis di dunia yang semakin tahun 
semakin meningkat, tidak terkecuali di 
Indonesia. 
 
Sementara di Indonesia, menurut data 
Rekam Medis Balai Besar BNN LIDO 
pada 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) 
diperoleh data dari total individu yang 
dirawat inap maupun rawat jalan, dari 2211 
teridentifikasi 3 kasus teratas individu yang 
di rehabilitasi karena penggunaan NAPZA 
yang berakibat pada gangguan mental dan 
prilaku, sekitar 38,2% mengalami 
gangguan mental dan perilaku akibat 
penggunaan stimulan lain, 21,5 % dengan 
gangguan mental dan perilaku akibat 
penggunaan banyak obat dan penggunaan 
zat psikoaktif lainnya dan 14% gangguan 
mood afektif yang persisten. Sedangkan 
sekitar 1,8 % mengalami gangguan mental 
dan perilaku karena penggunaan cannabis 
(BNN, 2020). Perubahan mental dan 
perilaku akibat penyalahgunaan NAPZA 
beresiko meningkatnya dual diagnosis 
pada individu tersebut. 
 
Individu dengan dual diagnosis berisiko 
memiliki dampak lebih banyak jika 
dibandingkan dengan diagnosa tunggal. 
Dampak yang ditimbulkan dapat berupa 
permasalahan fisik, psikologis  maupun 
sosial yang kompleks terhadap orang 
sekitarnya (Roberts & Jones, 2012). 
Menurut The European Monitoring 
Centre of Drugs and Drug Addiction  
(EMCDDA) tahun 2015 (Hamdan et al., 
2018). Prevalensi dual diagnosis yang 
semakin meningkat menjadi perhatian 
khusus terkait efek yang ditimbulkan. 
Konsekuensi sosial serta prognosis yang 
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buruk dikarenakan tingginya 
ketidakpatuhan terhadap pengobatan; 
tingginya angka keinginan bunuh diri, dan 
peningkatan risiko kekerasan, masalah 
hukum, pengangguran, tidak diperdulikan, 
terkena penyakit fisik seperti HIV dan 
penyakit infeksi lainnya seperti hepatitis C 
(Krupski et al., 2015;   (Mueser, 2003; 
Samsha, 2013). 
 
Selain itu secara sosial, individu dengan 
dual diagnosis kehilangan dukungan, 
tekanan dalam keluarga yang berefek pada 
prilaku anti sosial, tunawisma dan 
penahanan ( Donald, Dower& Kavanagh, 
2005).   Disimpulkan kondisi individu 
dengan dual diagnosis berpengaruh 
terhadap kondisi kesehatan fisik dan 
psikologis serta permasalahan sosial bagi 
individu itu sendiri, keluarga maupun 
masyarakat sekitarnya. 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang narkotika, pada pasal 54 
disebutkan tentang kewajiban untuk 
menjalani rehabilitasi bagi penyalahgunaan 
narkotika baik rehabilitasi secara medis 
maupun rehabilitasi sosial (Pemerintah RI, 
2009) Tidak terkecuali pada individu 
dengan dual diagnosis ini dengan riwayat 
penyalahgunaan NAPZA. Hal ini 
menyebabkan mereka dirujuk ke fasilitas 
pelayanan kesehatan untuk mendapatkan 
penanganan lebih lanjut untuk mengatasi 
dampak yang ditimbulkan dari kondisi dual 
diagnosis yang dialami. 
 
Di Indonesia dikenal dengan pembagian 
sistem pelayanan kesehatan yang terdiri 
dari pelayanan primer, sekunder dan 
tersier yang mencakup pada ranah 
pelayanan kesehatan dari mulai di 
masyarakat sampai rumah sakit. Selama 
ini artikel yang menjelaskan tentang jenis 
pelayanan terkait penanganan untuk dual 
diagnosis ini masih minim di Indonesia. 
Informasi yang minim ini termasuk 
mengenai informasi terkait metode atau 
model perawatan yang diterapkan untuk 
individu yang mengalami dua 
permasalahan sekaligus yaitu masalah 
penyalahgunaan NAPZA dan gangguan 
jiwa, tenaga kesehatan yang terlibat dan 
gambaran secara umum untuk penanganan 
dual diagnosis sendiri dari perspektif 
perawat. 
 
Perawat salah tenaga kesehatan  yang 
bekerja 24 jam dan paling banyak kontak 
dalam pelayanan pasien. Pelayanan 
keperawatan adalah sebagai bentuk 
pelayanan yang merupakan bagian 
integral dari pelayanan berdasarkan ilmu 
dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan 
biopsikososial dan spiritual yang 
komprehensif ditujukan kepada individu, 
keluarga, dan masyarakat, baik sakit 
maupun sehat yang mencakup seluruh 
proses kehidupan (Loka karya PPNI, 
1983). Dalam hal ini begitu juga 
pelayanan keperawatan pada individu 
dengan dual diagnosis yaitu dengan 
memberikan pelayanan yang holistik dan 
komprehensif baik secara biopsikososial 
maupun spiritual. Penanganan individu 
dengan dual diagnosis ini, perawat tidak 
hanya bekerja sendiri namun bekerja sama 
dengan tim kesehatan lain dalam upaya 
pemulihan masalah kesehatan yang 
dialaminya baik fokus ke NAPZA mapun 
gangguan jiwa. bahkan masyarakat 
disekitarnya 
 
Secara umum individu dengan dual 
diagnosis telah tertangani di ranah fasilitas 
pelayanan kesehatan namun prevalensi 
kejadian dual diagnosis tetap  semakin 
meningkat setiap tahunnya dan dampak 
yang ditimbulkan tidak hanya pada 
individu tersebut, namun juga pada 
keluarga, kelompok dan masyarakat 
sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka 
penulis tertarik untuk mengetahui 
bagaimana penanganan individu dual 
diagnosis selama ini di ranah fasilitas 
kesehatan dari perspektif perawat. 
Sehingga peneliti akan mendapatkan 
gambaran model perawatan individu dual 
diagnosis baik pada ranah pelayanan 
kesehatan baik di institusi rehabilitasi, 
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rumah sakit maupun di ranah masyarakat 
seperti puskesmas. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif.  
 
METODE 
Artikel ini merupakan salah satu topik yang 
didapat dari penelitian yang dilakukan pada 
bulan April-Mei 2020. Penulis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan teknik wawancara in-depth 
interview via online. Tempat penelitian 
yaitu instansi rehabilitasi Balai Besar BNN 
LIDO Bogor, Rumah Sakit Ketergantungan 
Obat (RSKO) Jakarta, RS Marzoeki Mahdi 
(RSMM) Bogor dan Puskesmas Tebet 
Jakarta Selatan. Kriteria inklusi dari 
partisipan yaitu perawat yang berada di unit 
pelayanan yang bersentuhan langsung 
dengan individu dual diagnosis. Delapan  
partisipan terlibat dalam penelitian ini, 
mereka telah diberikan penjelasan 
penelitian dan menyatakan bersedia 
melakukan pengambilan data. Masing-
masing partisipan mewakili semua tempat 
penelitian. 
 
Menurut (Polit, D.F., & Beck, 2012) dalam 
penulisan ada empat prinsip dasar etik yaitu 
: 1)penulis harus menghindari, mencegah, 
dan meminimalkan bahaya yang 
ditimbulkan (the principle of beneficence), 
2)menghormati martabat manusia dengan 
memberikan kebebasan kepada partisipan 
untuk menentukan apakah bersedia 
mengikuti penelitian tanpa mendapat 
kerugian (the principle of respect or human 
dignity), 3) penulis bersikap adil dalam 
memperlakukan semua partisipan (the 
principle of justice), dan 4) penulis harus 
menjaga kerahasiaan dan anominitas 
responden dengan menuliskan inisial 
sebagai pengganti identitas (the principle of 
privacy and confidentiality), dalam prinsip 
ini penulis hanya menggunakan kode saja 
(contoh P1, P2 dst) tanpa inisial nama. 
 
Penelitian ini telah melalui uji etik dan 
dibuktikan dengan surat keterangan lolos 
kaji etik Nomor:SK-
50/UN2.P.12.D1.2.1/ETIK. 2020. Selain uji 
etik dari universitas, dilakukan uji etik 
ditempat masing-masing penulisan dengan 
metode daring, mengingat pelaksanaan 
waktu penulisan kondisi wawancara tatap 
muka langsung tidak memungkinkan 
karena adanya pandemic Covid-19 yang 
sedang terjadi di Indonesia. Hasil uji etik 
masing di institusi penelitian menyetujui 
pelaksanaan wawancara online dengan 
partisipan sesuai kriteria inklusi yang 
ditetapkan. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan menggunakan data collection, data 
reduction, data display dan conclusions. 
Penulis menganalisis dengan cara 
mengkaitkan hasil-hasil dari wawancara 
dengan guidline dari beberapa literatur 
yang ada dengan kondisi saat ini di 
Indonesia untuk individu dual diagnosis. 
 
HASIL 
Jumlah partisipan sebanyak 8 orang yang 
sesuai dengan kriteria inklusi. Adapun 
keterangan partisipan sebagai berikut: 
1. Partisipan 1 dan 6 merupakan perawat 
yang bekerja di BNN LIDO. Partisipan 
1, perempuan usia 35 tahun (P1); 
Partisipan 6, laki-laki usia 40 tahun (P6). 
2. Partisipan 2 dan 5 merupakan perawat 
yang bekerja di RSKO Jakarta. 
Partisipan 2, perempuan usia 36 tahun 
(P2); Partisipan 5, perempuan usia 47 
tahun (P5). 
3. Partisipan 2 dan 5 merupakan perawat 
yang bekerja di RSMM Bogor.Partisipan 
3 laki-laki usia 38 tahun (P3); Partisipan 
8 perempuan usia 34 tahun (P8). 
4. Partisipan 4 dan 7 merupakan perawat 
yang bekerja di Puskesmas Tebet. 
Partisipan 4 perempuan usia 49 tahun 
(P4); Partisipan 7 perempuan usia 26 
tahun (P7). 
 
 
 
 
Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa Volume  3 No 3, Hal 301 – 312, Agustus 2020 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah 
 
305 
Tabel 1.  
Karakteristik partisipan 
Partisipan BNN RSKO RSMM PKM 
Jenis Kelamin     
Laki-laki 1  1  
Perempuan 1 2 1 2 
Pendidikan     
DIII Keperawatan 1  1 1 
S1 Ners 1 2 1 1 
Lama Kerja     
1-3 tahun  1 1 1 
3-5 tahun 1    
>5 tahun 1 1 1 1 
Jabatan     
Ketua Tim  1 1  
Perawat pelaksana 2 1 1 2 
 
Analisis Tema 
Tema 1. Model perawatan terintegrasi 
untuk individu dual diagnosis di ranah 
rawat inap 
 
Subtema 1. Perawatan terintegrasi 
(integrated treatment) pada individu dual 
diagnosis bersama multidisiplin. 
Pelayanan individu dual diagnosis dengan 
perawatan terintegrasi. Pada ranah 
pelayanan rawat inap seperti BNN, RSKO 
dan RSMM individu dual diagnosis 
ditangani dengan konsep rehabilitasi sesuai 
tempat penelitian dan ditangani berbagai 
multidisiplin. 
 
Konsep rehabilitasi secara umum yaitu 
menggunakan Therapy Community atau 
TC. TC merupakan sebuah setting sosial 
dan budaya yang dibentuk  secara 
terapeutik dan didalamnya terdapat 
individu-individu yang memerlukan terapi. 
TC dikenal dengan adanya kelompok-
kelompok atau peer group dalam 
pelaksanaanya. 
 
Partisipan dari BNN menjelaskan konsep 
rehabilitasi sosial dengan Therapy 
Community (TC) pada pelaksanaannnya. 
Berikut kutipan dari partisipan BNN : 
“Pelayanan kesehatan buat individu 
dengan dual diagnosis di kami dengan 
metode rehabilitasi sosial dengan 
penerapan Therapy Community atau 
TC”(P1) 
 
“Dual diagnosis di kami ditangani oleh 
berbagai profesi seperti dokter, perawat, 
psikolog, kami melakukan case conferene 
untuk memutuskan apakah dia boleh ikut 
rehabilitasi sosial atau justru di refer ke 
unit yang lebih kompeten seperti rumah 
sakit jiwa, seperti itu”(P1) 
 
Sementara di ranah seperti RSKO dan 
RSMM mengungkapkan penanganan 
individu dual diagnosis dengan rehabilitasi 
medis dengan kombinasi semi Therapy 
Community (TC) pada pelaksanaannya. 
Semi TC merupakan pelaksanaan “group 
terapi” seperti konsep TC tidak murni 
karena lebih kepada penanganan yang 
berbasis rehabilitasi medis.  
 
“Institusi kami ini kan basic rehabilitasi 
medis, yaa hospital based dengan semi TC 
pada pelaksanaan group terapinya” (P3) 
 
“Semua yang ada direhab itu baik itu 
NAPZA murni, dual diagnosis, mereka 
mendapatkan tritmen dengan NAPZA. 
Pembedanya siiih, kita perawat harus 
memiliki waktu yang lebih intens ke dual 
ini.. ya butuh kesabaranlah” (P8) 
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Subtema 2. Individu dual diagnosis rawat 
gabung dengan individu NAPZA murni 
dengan kriteria khusus. 
Partisipan BNN menjabarkan individu dual 
diagnosis yang dirawat adalah yang 
memiliki tingkat ketergantungan minimal 
atau masih bisa mandiri dalam perawatan 
diri : 
 
“Perawatan dual diagnosis sendiri kami 
memiliki kriteria khusus yang boleh 
dirawat disini… intinya dia masih bisa 
mandiri untuk perawatan diri sehingga 
bisa ikut program rehab”(P1) 
 
“Pasien dual diagnosis ini ditempatkan di 
ruangan yang memang kegiatannya tidak 
sama dengan NAPZA murni, karena  
kondisi dual ini, dia tidak bisa terlalu cape 
nanti bisa-bisa kambuh gejala gangguan 
jiwanya” (P6) 
 
Sementara partisipan dari RSKO dan 
menyatakan tentang kriteria dan 
penempatan khusus untuk individu dual 
diagnosis : 
 
“Kalau di kami, pasien dual diagnosis di 
tempat di ruangan khusus namanya 
“Spesial Program atau SP”, cuma ada 
perlakuan khusus laah, karena kondisi 
kejiwaan yang dialaminya ”(P2) 
 
“Dalam pelaksanaan sehari-hari dia 
masuk ke group NAPZA, namun perbedaan 
perlakuan tadi spesialmya kegiatannya 
tidak di push kayak NAPZA murni” (P5) 
 
“Kami juga ada berkolaborasi dengan tim 
lain seperti dokter, psikolog, dokter 
spesialis, terkait perkembangan pasien 
ini…”(P2) 
 
Partisipan dari RSMM menjabarkan karena 
institusinya memiliki prasarana ruangan 
yang lengkap terutama pada kondisi 
individu dual diagnosis yang akut, maka 
akan melakukan pemindahan ruangan 
perawatan jiwa. 
“Jadi dual diagnosis ini kami tangani tetap 
di unit rehabilitasi NAPZA. ..naah, jika 
kondisinya tidak stabil… seperti amuk, 
halusinasi nya tidak hilang-hilang, sudah 
kami tangani dengan maksimal, ..maka dia 
akan kami pindah ke ruangan khusus 
jiwanya dulu sampai dengan tenang. baru 
balik lagi ke rehab… begitu”(P3) 
 
Sementara untu penanganan multidisplin 
pada individu dual diagnosis dikenal 
dengan istilah “Statik group” 
 
“Kita ada statik group namanya…. disitu 
ada psikolog, DPJP, perawat itu satu 
pasien dikelola oleh kurang lebih 
perawatnya 3 orang, semua bersama-sama 
menjadi tim untuk penanganan NAPZA ini 
termasuk untuk dual diagnosis”(P3) 
 
Tema 2. Model perawatan bertahap untuk 
individu dual diagnosis di ranah rawat jalan 
“Primary Health Care” 
 
Subtema 1. Perawatan bertahap (Stepped 
care) pada individu dual diagnosis. 
Partisipan menjabarkan puskemas dengan 
perawatan sesuai kebutuhan melalui 
tindakan kolaborasi atau konsultasi.  
 
“Kami memiliki poli-poli yang sama 
dengan puskesmas lain, melayani semua 
pasien sesuai dengan keluhan mereka”(P4) 
 
Subtema 2. Fokus perawatan dual 
diagnosis untuk terapi “rumatan 
methadone” 
 
“Yang menjadi pembeda adalah… 
puskesmas ini ada poli khusus 
rumatan”(P4) 
 
“Kalau untuk kasus dual diagnosis 
sepengetahuan saya jarang, kalau tidak 
salah ada 3 pasien kita di poli methadone 
itu yang terindikasi dual diagnosis, sama 
saja mereka datang untuk rumatannya, 
agar tidak sakau dan untuk masalah 
kejiwaaannya di poli klinik psikitri”(P7) 
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Penanganan individu dual diagnosis 
berbasis masyarakat atau primary health 
care, meskipun kasus individu dual 
diagnosis jarang di Puskesmas, namun 
individu tetap ditangani secara kuratif 
terkait terapi rumatan methadone yang 
dibutuhkan untuk mengatasi gejala sakau 
efak penyalahgunaan NAPZA. 
 
PEMBAHASAN 
Hasil wawancara online yang dilakukan 
terhadap perawat 8 partisipan perawat 
didapatkan gambaran level kuadran 
pelayanan kesehatan dan model perawatan 
individu dengan dual diagnosis : 
penyalahgunaan NAPZA dan gangguan 
jiwa yang berada disemua unit pelayanan 
baik di institusi rehabilitasi, rumah sakit 
maupun pelayanan primer seperti 
puskesmas. Secara umum, penanganan 
individu dengan dual diagnosis ini, tidak 
ada sesuatu yang khusus Mereka 
ditempatkan di unit pelayanan yang fokus 
kepada program rehabilitasi NAPZA 
dikarenakan adanya riwayat penggunaan 
NAPZA yang dialami. 
 
Pertama-tama, terkait dengan level kuadran 
perawatan individu dengan dual diagnois di 
Indonesia tergambar dari karakteristik 
tempat kerja dari partisipan. Hal ini sejalan 
dengan guidline untuk dual diagnosis oleh 
Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration atau SAMHSA 
tahun 2013  yang menyatakan tentang arah 
pelayanan kesehatan untuk penanganan 
dual diagnosis dibagi atas empat kuadran. 
Keempat kuadran menggambarkan tingkat 
keparahan dari gangguan jiwa dan 
penyalahgunana NAPZA yang terjadi 
bersamaan. Pertimbangan rekomendasi 
yang diberikan untuk arah penanganan dan 
penulis mencoba menganalisisnya. Berikut 
hasilnya : 
 
Kuadran I 
Pelayanan kesehatan pada kuadran I ini 
dilihat dari keparahan penyalahgunaan 
NAPZA/ gangguan jiwa rendah, biasanya 
dirawat jalan, ditambah dengan kolaborasi 
atau konsultasi. Jika dilihat dari hal 
tersebut, puskemas sebagai ranah 
pelayanan primer yang ada di masyarakat 
berada di level penangangan individu 
dengan dual diagnosis pada kuadran I 
(CSAT, 2005; Hartzler, 2017; Mueser et 
al., 2009; Ries, 2011). Penjelasan dari 
partisipan 4 dan 7 menjabarkan peruntukan 
puskemas tempat bekerja yang khusus 
melayani rawat jalan NAPZA, yang 
didalamnya juga individu dengan dual 
diagnosis (walau kasus jarang) 
mendapatkan terapi rumatan methadone 
disana. 
 
Kuadran II 
Kuadran II menjelaskan pelayanan 
kesehatan untuk individu dengan dual 
diagnosis pada level Penyalahgunaan 
NAPZA rendah/ keparahan gangguan jiwa 
tinggi, biasanya dirawat pada rumah sakit 
jiwa dan dilengkapi dengan manajemen 
kasus terintegrasi   Penanganan pada 
kuadran II, RS Jiwa Marzoeki Mahdi 
sebagai salah satu tempat penelitian yang 
berada dilevel tsb. Hal ini mengingat ke 
khususan rumah sakit yang merawat 
gangguan jiwa yang di alami individu 
tersebut. Pernyataan partisipan 3 
mendukung apabila dual diagnosis, gejala 
kejiwaannya dominan seperti gaduh 
gelisah, maka individu dengan dual 
diagnosis akan dilakukan pemindahan 
ruangan terlebih dahulu, sebelum 
mengikuti program rehabilitasi untuk 
NAPZAnya. 
 
Kuadran III 
Pelayanan kesehatan untuk individu dengan 
dual diagnosis pada level penyalahgunaan 
NAPZA tinggi/ keparahan gangguan jiwa 
rendah, biasanya dirawat di fasilitas 
institusi rehabilitasi NAPZA dan kadang 
dilengkapi dengan kolaborasi penyedia 
layanan kesehatan mental (CSAT, 2005; 
Hartzler, 2017; Mueser et al., 2009; Ries, 
2011) Pada level kuadran ini tempat 
penelitian Instansi BNN merupakan salah 
satu tempat yang   juga selain melayani 
individu dengan NAPZA murni, juga 
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merawat individu dengan dual diagnosis 
sebagai bagian dari komunitasnya  
 
Kuadran IV 
Pada level ini kondisi dual diagnosis 
berada pada tingkat keparahan 
penyalahgunaan NAPZA/ gangguan jiwa 
tinggi, biasanya dirawat dengan intensif 
fasilitas rawat inap, seperti rumah sakit 
pemerintah atau fasilitas pemasyarakatan 
(CSAT, 2005; Hartzler, 2017; Mueser et 
al., 2009; Ries, 2011). Tempat penelitian 
RS Marzoeki Mahdi kompeten juga pada 
level ini, selain kuadran ke II. Sementara 
untuk RSKO juga masuk pada level ini 
pula. 
 
Kuadran 1. 
Tingkat keparahan penyalahgunaan NAPZA/gangguan jiwa rendah. Area perawatan; 
Puskesmas (Primary Health Care ditambah dengan kolaborasi atau konsultasi. 
Kuadran II 
Penyalahgunaan NAPZA rendah/keparahan gangguan jiwa tinggi. Area perawatan; 
pelayanan kesehatan jiwa (RSJ) dilengkapi dengan manajemen kasus terintegrasi. 
Kuadran III 
Tingkat keparahan penyalahgunaan NAPZA/ gangguan  jiwa tinggi. Area perawatan; 
intensif fasilitas rawat inap rumah sakit pemerintah atau fasilitas pemasyarakatan. 
Kuadaran IV 
Penyalahgunaan NAPZA tinggi/keparahan gangguan jiwa rendah. Area perawatan; Institusi 
rehabilitasi NAPZA dilengkapi dengan kolaborasi penyedia layanan kesehatan mental 
Gambar 1. Level kuadran dual diagnosis menurut SAMHSA, 2013 
 
Level kuadran ini menekankan bahwa 
individu dapat bergerak di antara kuadran 
secara bebas  (CSAT, 2005; Hartzler, 2017; 
Mueser et al., 2009; Ries, 2011). Hal ini 
dikarenakan tingkat keparahan diatur 
berdasarkan presentasi gejala, penetapan 
diagnosis. Model empat kuadran membantu 
dalam menentukan kebutuhan perawatan 
individu dengan dual diagnosis (mis., 
koordinasi dan integrasi) serta kebutuhan 
perencanaan perawatan. 
 
Model Perawatan 
Penanganan individu dengan dual 
diagnosis, pada panduan tritmen di Inggris 
atau A Guide for Commissioners and 
Service Providers tahun 2017 (Marel et al., 
2016). Jika dilihat dari bentuk model 
perawatannya, untuk kondisi dual 
diagnosis yang dialami, ditangani juga 
melalui empat pendekatan. Dalam hal ini 
penulis mencoba menganalisis dari 
ungkapan-ungkapan partisipan mengenai 
model perawatan yang digunakan selama 
ini ditempat masing-masing. Dalam 
sejarahnya penanganan untuk individu dual   
diagnosis  ini   memiliki  urutan model 
perawatan yang diterapkan pada masanya 
dan berdasarkan research atau studi-studi 
yang menyebabkan perkembangan dari 
model- model perawatan. Model perawatan 
menurut Marel et al., tahun 2016  dalam A 
Guide for Commissioners and Service 
Providers di tahun 2017, membagi menjadi 
4 model perawatan yaitu 1) perawatan 
berurutan (Sequental treatment) 2) 
Perawatan paralel (Parallel treatment) 3) 
Perawatan terpadu (Integrated treatment) 
dan 4) Perawatan bertahap (Stepped care). 
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Perawatan berurutan (Sequential treatment) 
Dengan model ini, penyalahgunaan NAPZA biasanya ditujukan terlebih dahulu daripada 
masalah kesehatan jiwa, tetapi dalam beberapa kasus mungkin gangguan mana pun yang 
dianggap primer (yang didahulukan). 
Perawatan paralel (Parallel treatment) 
Perawatan untuk penyalahgunaan NAPZA disediakan oleh satu penyedia layanan, sementara 
kondisi kesehatan jiwa dirawat oleh penyedia atau layanan lain. 
Perawatan terpadu (Integrated treatment) 
Baik penyalahgunaan NAPZA dan kondisi kesehatan jiwa diperlakukan secara bersamaan 
oleh penyedia atau layanan perawatan yang sama. 
Perawatan melangkah (Stepped care) 
Perawatan bertahap berarti kesesuaian intensitas perawatan yang fleksibel dengan tingkat 
keparahan kasus. 
Gambar 2. Model Perawatan pada  A Guide for Commissioners and Service Providers, tahun 
2017 
 
Model pertama yaitu model perawatan 
berurutan (Sequental treatment). Model ini 
merupakan program perawatan individu 
dengan dual diagnosis yang bertujuan 
untuk mengobati gangguan jiwa dan 
penyalahgunaan NAPZA secara terpisah 
satu sama lain. Pendekatan ini di era 
sebelum 1990-an, model pendekatan ini 
paling banyak diterapkan pada individu 
dengan dual diagnosis. Individu harus 
dinilai stabil dalam pengobatan untuk satu 
gangguan sebelum diizinkan untuk terlibat 
dalam pengobatan untuk jenis gangguan 
lainnya (Mueser, Noordsy, Drake, & Fox, 
2003). Umumnya, klien dirujuk ke fasilitas 
perawatan penyalahgunaan NAPZA 
terlebih dahulu sebelum menerima 
perawatan masalah kesehatan jiwa. Kondisi 
untuk saat ini, model perawatan berurutan 
tidak diterapkan untuk penanganan dual 
diagnosis di Indonesia. 
 
Model perawatan paralel (Parallel 
treatment) ini, penanganan untuk 
penyalahgunaan NAPZA dan gangguan 
jiwa diterima dalam jangka waktu yang 
sama, tetapi dari penyedia dan/atau fasilitas 
yang berbeda dan tanpa prosedur formal 
untuk koordinasi perawatan atau kolaborasi 
profesional (King, Brooner, Peirce, 
Kolodner, & Kidorf, 2014).  Menurut 
(Priester et al., 2016)   perawatan ini 
terdapat tantangan terkait masalah 
komunikasi dan kolaborasi muncul antara 
profesional kesehatan jiwa dan konselor 
penyalahgunaan NAPZA saat individu 
dirujuk pada dua jenis pusat perawatan dual 
diagnosis sekaligus. Penuturan dari 
partisipan yang diwawancarai, pada 
pelayanan kesehatan khusus untuk dual 
diagnosis pada kondisi Indonesia saat ini, 
tidak menerapkan model pararel ini. 
 
Model yang ketiga dari model keperawatan 
pada individu dual diagnosis yaitu model 
perawatan terpadu (Integrated treatment) 
Model perawatan terpadu/terintegrasi ini, 
penanganan individu dengan dual diagnosis 
menerima perawatan secara komprehensif 
untuk kedua jenis gangguan yang dialami 
baik gangguan jiwa maupun 
penyalahgunaan NAPZA dari satu tim 
profesional yang terkoordinasi pada satu 
lokasi yang sama. . Pada kondisi saat ini, 
Indonesia menerapkan integrated treatment 
model ini. Gambaran tersebut dijelaskan 
oleh 6 dari 8 partisipan. Kriteria yang 
dijelaskan mengacu pada model perawatan 
terpadu, dimana individu dengan dual 
diagnosis, mendapatkan tritmen secara 
bersama-sama pada satu waktu. Baik pada 
penanganan NAPZAnya maupun 
permasalahan gangguan jiwa yang dialami. 
 
Model perawatan terpadu ini, diterapkan 
diberbagai institusi pelayanan kesehatan 
seperti institusi rawat inap rehabilitasi 
sosial dan rehabilitasi medis, dimana para 
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tenaga profesional seperti dokter umum, 
perawat, dokter spesialis, psikolog, 
konselor dan tenaga kesehatan lainnya 
bekerja sama dalam upaya pemulihan 
individu dengan dual diagnosis ini.  
 
Model perawatan yang keempat yaitu 
model perawatan bertahap (Stepped care). 
Model perawatan bertahap ini dimulai 
dengan perawatan dengan intensitas rendah 
sebagai 'langkah' awal. Apabila dievaluasi 
dan kemudian intervensi yang dilakukan 
gagal, maka individu masuk ke tahap yang 
lebih “intensif” untuk langkah berikutnya. 
Studi yang dilakukan menggambarkan 
dengan model ini bermanfaat untuk 
meningkatkan akses layanan dan efisiensi. 
Model ini, perawatan intensitas yang 
rendah seperti biaya keuangan dan waktu 
minimum untuk individu, dokter dan 
pelayanan (Bower & Gilbody, 2005; Van 
Hoeven, Janssen, Roes, & Koffijberg, 
2015). Konsep model perawatan ini 
diterapkan pada unit rawat jalan, baik yang 
ada di masyarakat seperti puskesmas, 
maupun di rawat jalan di institusi 
pelayanan kesehatan. Model stapped care 
ini juga diterapkan pada klinik-klinik 
spesialis yang fokus perawatannya 
dilakukan secara bertahap, dari mulai 
tritmen intensitas rendah, sampai intensif 
sesuai dengan hasil evaluasi dari tritmen 
sebelumnya. 
 
Pelayanan kesehatan untuk individu dual 
diagnosis ini tersedia lengkap di Indonesia 
baik mulai ranah primary health care 
seperti puskesmas sampai dengan tersier 
untuk perawatan lanjutan seperti institusi 
rehabilitasi NAPZA dan rumah sakit jiwa 
sebagai tempat yang diarahkan untuk 
penanganannya. Sementara bila di lihat dari 
segi model perawatan yang diterapkan di 
rawat inap, pananganan dual diagnosis ini 
secara umum individu bergabung dengan 
NAPZA murni dalam proses perawatannya. 
Sehingga dapat diartikan model yang 
digunakan di Indonesia yaitu perawatan 
terpadu (Integreted treatment) dengan 
mengedepankan kerja sama tim kesehatan 
yang terlibat dalam penanganan individu 
dual diagnosis. Individu dengan dual 
diagnosis dalam penanganannya secara 
keseluruhan masuk dalam proses program 
rehabilitasi NAPZA. 
 
Keterbatasan analisis dalam penulisan ini 
adalah untuk model perawatan tidak bisa 
dijadikan analisis secara general. Penerapan 
model perawatan tergantung dari tempat 
rehabiltasi masing-masing. Fleksibelitas 
penerapan model ini memungkinkan karena 
banyaknya tempat-tempat rehabilitasi 
NAPZA yang ada diseluruh Indonesia baik 
secara formal maupun informal dengan 
berbagai tritmennya masing-masing. Selain 
itu artikel ini belum dapat mewakili 
gambaran secara umum terkait pendekatan 
terapi-terapi yang biasa dilakukan pada 
kondisi dual diagnosis yang dialami 
individu tersebut. 
 
SIMPULAN   
Pelayanan kesehatan untuk individu dual 
diagnosis di Indonesia tersedia dari ranah 
pelayanan primer sampai tersier dengan 
model perawatan terpadu (integreted 
treatment) pada rawat inap dan model 
perawatan bertahap atau (stepped care) 
untuk individu dual diagnosis di ranah 
rawat jalan “Primary Health Care”. Data 
hasil wawancara dengan partisipan secara 
umum dapat dijadikan referensi gambaran 
model perawatan untuk penanganan pada 
individu dengan dual diagnosis. 
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